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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan sistem distribusi barang turut memengaruhi pola peredaran narkotika yang semakin kompleks. Para pelaku tindak pidana narkotika saat ini tidak hanya melakukan transaksi secara langsung, tetapi juga memanfaatkan berbagai sarana modern seperti jasa pengiriman paket atau ekspedisi. Modus operandi ini dianggap lebih aman karena dapat mengurangi pertemuan langsung antara pengirim dan penerima serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terorganisir.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun keamanan negara. Peredaran narkotika tidak hanya merusak individu pengguna, tetapi juga berpotensi menghancurkan generasi muda dan mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberantasan narkotika melalui berbagai kebijakan hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan jasa pengiriman sebagai sarana distribusi narkotika menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama terkait dengan kedudukan hukum kurir dan penerima paket dalam tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, kurir jasa pengiriman sering kali hanya menjalankan tugas sebagai pengantar barang tanpa mengetahui isi paket yang dibawa. Namun dalam kondisi tertentu, kurir maupun penerima paket dapat diduga memiliki keterlibatan dalam tindak pidana narkotika apabila terdapat unsur kesengajaan atau pengetahuan mengenai isi paket tersebut.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, dalam kasus pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah kurir maupun penerima paket dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana atau tidak.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan jasa pengiriman barang. Berdasarkan dokumen Surat Perintah Tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, tim penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Tindakan tersebut meliputi kegiatan pengamatan, penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Selain itu, dalam dokumen penyidikan yang berkaitan dengan perkara narkotika melalui jasa pengiriman ditemukan adanya pemeriksaan terhadap saksi yang berkaitan dengan proses pengiriman paket yang diduga berisi narkotika. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, dijelaskan mengenai kronologi pengiriman paket serta keterlibatan beberapa pihak yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika melalui jasa pengiriman tersebut.
 Hal ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika sering kali melibatkan lebih dari satu pihak, termasuk pengirim, kurir, serta penerima paket.

Dalam beberapa perkara yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, modus pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi dilakukan dengan cara menyamarkan narkotika dalam paket barang biasa sehingga tidak mudah terdeteksi. Metode ini memanfaatkan sistem pengiriman barang yang luas dan cepat, sehingga memungkinkan narkotika dikirim ke berbagai wilayah dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika harus menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam kasus pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi. Dalam beberapa kasus, kurir atau penerima paket dapat saja tidak mengetahui bahwa paket yang dikirim mengandung narkotika. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku, turut serta melakukan, atau hanya sebagai pihak yang tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut.

Pendekatan hukum pidana dalam menilai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika harus didasarkan pada pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa menjadi dasar bagi penyidik maupun hakim dalam menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, proses penyidikan menjadi tahap yang sangat penting dalam membangun konstruksi pembuktian terhadap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan jasa pengiriman sebagai sarana distribusi narkotika menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan peran dan pertanggungjawaban pidana kurir serta penerima paket. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman dengan mengambil studi kasus pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ Analisis Yuridis Peran Kurir dan Penerima Paket dalam Tindak Pidana Narkotika melalui Jasa Pengiriman (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)“.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman di Polda Sumatera Utara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman berdasarkan hasil penyidikan di Polda Sumatera Utara?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengkaji proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman di Polda Sumatera Utara.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman berdasarkan hasil penyidikan di Polda Sumatera Utara.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi masukkan bagi penyidik mengenai proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman di Polda Sumatera Utara.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan narkotika serta perkembangan modus operandi peredaran narkotika melalui sistem pengiriman barang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika yang melibatkan kurir dan penerima paket sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui jasa pengiriman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami dan menentukan peran kurir serta penerima paket dalam tindak pidana narkotika, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika melalui jasa pengiriman, sehingga penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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